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Rumah yang ter-
dampak berada di 
Jalan Gatot Subroto 
RT 002 RW 002 mi-
lik Muhammad Amri 
La Saripi dan La Isi. 
Berdasarkan hasil pe-
meriksaan awal, ker-
usakan terjadi pada 

BAUBAU, BP- Angin kencang menerjang kawasan Kelurahan Bukit 
Wolio Indah (BWI), Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Kamis (16/7/2026) 
siang. Peristiwa tersebut menyebabkan bagian rangka dan atap lantai dua 
rumah warga mengalami kerusakan, namun tidak menimbulkan korban 
jiwa maupun luka-luka.

struktur penyangga 
serta penutup atap 
dengan nilai kerugian 
material diperkirakan 
mencapai Rp2,5 juta.

Badan Penang-
gulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota 
Baubau melalui Tim 

Reaksi Cepat (TRC) 
langsung melakukan 
peninjauan setelah 
menerima laporan 
masyarakat. Petugas 
melakukan asesmen 
lapangan, pendataan 
kerusakan, serta doku-
mentasi sebagai dasar 

penyusunan laporan 
dan koordinasi penan-
ganan.

Pelaksana Tugas 
(Plt.) Kepala Pelak-
sana BPBD Kota 
Baubau, Dr. Moha-
mad Tasdik, M.Si., 
mengatakan kondisi 
penghuni rumah da-
lam keadaan selamat. 
Menurutnya, respons 
cepat dilakukan untuk 
memastikan dampak 
bencana dapat segera 
ditangani.

“Begitu laporan 
warga masuk, tim 
kami langsung turun 
ke lokasi. Alhamdu-
lillah tidak ada kor-
ban jiwa. Kerusakan 
hanya terjadi pada 
rangka dan atap ru-
mah dengan perkiraan 
kerugian sekitar Rp2,5 
juta,” ujar Tasdik.

Ia menjelaskan, 
hasil pendataan lapa-
ngan akan menjadi 

BUTON SELA-
TAN, BP - Palang Mer-
ah Indonesia (PMI) 
Kabupaten Buton Se-
latan menggelar aksi 
donor darah sebagai 
bagian dari rangkaian 
peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-12 
Kabupaten Buton Se-
latan. Kegiatan ke-
manusiaan yang ber-
langsung di Lapangan 
Sepak Bola Lakarada, 
Rabu (15/7/2026), 
tersebut menargetkan 
penghimpunan 100 
kantong darah untuk 
mendukung kebutuhan 
transfusi masyarakat.

Sekretaris PMI Ka-
bupaten Buton Selatan 
Sumarti yang mewaki-

PMI Busel Perkuat Stok Darah, 49 Kantong Terkumpul 
dalam Aksi HUT ke-12 Buton Selatan
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li Ketua PMI Busel 
Hj. Sitti Norma Adios 
mengatakan, kegiatan 
donor darah menja-
di salah satu langkah 
strategis PMI dalam 
menjaga ketersediaan 
darah bagi masyarakat. 
Aksi tersebut mer-

upakan kegiatan do-
nor darah kedua yang 
dilaksanakan PMI 
Busel sepanjang 2026 
setelah sebelumnya 
digelar pada 18 April 
2026.

“Kegiatan ini ada-
lah donor darah kedua 

yang kami laksanakan 
tahun ini. Semoga stok 
darah selalu tersedia 
sehingga kebutuhan 
masyarakat Buton Se-
latan dapat terpenuhi 
setiap saat,” ujar 

BUTON, BP-Bu-
pati Buton Alvin 
Akawijaya Putra, SH 
meresmikan Jem-
batan Perintis Garu-
da Sungai Loko di 
Dusun Lawunta, Desa 
Lawele, Kecamatan 
Lasalimu, sebagai upa-
ya memperkuat konek-

Bupati Buton Alvin 
Akawijaya Resmikan 

Jembatan Sungai Loko 
Penopang Ekonomi Warga 

di Lawele

tivitas antarwilayah 
sekaligus memperlan-
car aktivitas ekonomi 
masyarakat. Jembatan 
yang merupakan ba-
gian dari Program 
Ekspedisi 1000 Jem-
batan Gantung untuk 
Indonesia itu dibangun 
melalui kolaborasi Pe-

BUTON SELA-
TAN, BP -Pemerin-
tah Kabupaten Buton 
Selatan melalui Dinas 
Ketahanan Pangan 
kembali memperkuat 
upaya menjaga stabili-
tas harga pangan den-
gan menggelar pas-
ar murah menjelang 
Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-12 Kabu-
paten Buton Selatan. 
Dalam kegiatan yang 
dipusatkan di Lapan-
gan Lakarada, Rabu 

Pasar Murah Buton 
Selatan Sediakan 600 Sak 

Beras SPHP Jelang HUT ke 12

(15/7/2026), pemerin-
tah menyediakan 600 
sak beras Stabilisasi 
Pasokan dan Harga 
Pangan (SPHP) beser-

BAUBAU, BP- 
Balai Pemasyarakatan 
(Bapas) Kelas II Bau-
bau mengintensifkan 
upaya pencegahan pe-
rundungan (bullying) 
dan penyalahgunaan 

Bapas Baubau Edukasi Siswa SMAN 2 
Baubau  Bahaya Bullying dan 

Penyalahgunaan Medsos

media sosial melalui 
kegiatan edukasi kepa-
da siswa kelas X SMA 
Negeri 2 Baubau da-
lam rangka Masa Pen-
genalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS) 2026, 
Selasa (15/7/2026). 

Kegiatan ini bertujuan 
membangun kesada-
ran hukum sekaligus 
menanamkan budaya 
saling menghormati 
sejak awal peserta di-
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Angin Kencang Terjang Bukit Wolio Indah, Atap 
Rumah Dua Lantai Warga Terlepas, BPBD Kota 

Baubau Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

Bupati Buton Alvin Akawijaya Resmikan 
Jembatan Sungai Loko Penopang Ekonomi 

Warga di Lawele

koordinasi dengan pe-
merintah kelurahan, 
kecamatan, dan perang-
kat daerah terkait untuk 
menentukan langkah 
lanjutan bagi warga ter-
dampak.

“Data dan dokumen-
tasi sudah kami him-
pun. Selanjutnya akan 
kami koordinasikan 
dengan pihak terkait 
agar penanganan dapat 
dilakukan sesuai kebu-
tuhan,” katanya.

BPBD Kota Baubau 
mengingatkan mas-
yarakat agar mening-

Bapas Baubau Edukasi Siswa SMAN 2 Baubau  Bahaya 
Bullying dan Penyalahgunaan Medsos

dik memasuki lingkun-
gan sekolah.

Kepala Subseksi 
Bimbingan Klien Anak 
Bapas Baubau, Sitti 
Andriyanti, A.Md.I.P., 
S.H., M.H., bersama 
tim menjelaskan bahwa 
edukasi tersebut mer-
upakan langkah pre-
ventif untuk membekali 
peserta didik dengan 
pemahaman mengenai 
penggunaan media so-
sial yang bertanggung 
jawab, konsekuensi 
hukum atas tindakan 
di ruang digital, serta 
pentingnya mencip-
takan lingkungan bela-
jar yang aman dan be-
bas dari perundungan.

“Kegiatan ini mer-
upakan langkah pre-
ventif dalam menyuk-
seskan MPLS 2026 
melalui pemberian pe-
mahaman hukum ter-
kait penggunaan media 
sosial dan pencegahan 
aksi bullying,” ujar Sitti 
Andriyanti.

Dalam sesi materi, 
Pembimbing Kemas-
yarakatan Bapas Bau-
bau, Jamaludin, S.Pd., 
M.H., menguraikan 
bahwa perundungan 

PMI Busel Perkuat Stok Darah, 49 Kantong Terkumpul 
dalam Aksi HUT ke-12 Buton Selatan

Sumarti.
Dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut, PMI 
Busel berhasil meng-
umpulkan 49 kantong 
darah dari target awal 
sebanyak 100 kantong. 
Meskipun belum men-
capai target, PMI me-
nilai partisipasi mas-
yarakat cukup tinggi 
karena banyak warga 
datang secara sukarela 
untuk mendonorkan da-
rahnya.

Namun, tidak 
seluruh calon pendonor 
dapat mengikuti pros-
es pengambilan darah. 
Sebagian peserta harus 
dinyatakan belum me-
menuhi syarat medis 
setelah melalui pemer-
iksaan kesehatan, sep-
erti kadar hemoglobin 
(HB) rendah, tekanan 
darah tidak sesuai 
ketentuan, serta faktor 

merintah Kabupaten Buton dan TNI 
guna mempermudah akses menuju 
kawasan pertanian dan perkebunan.

Peresmian tersebut dihadiri unsur 
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Kabupaten Buton, ang-
gota DPRD Kabupaten Buton, Camat 
Lasalimu, Komandan Koramil 1413-
10 Lasalimu, Kepala Desa Lawele, 
Babinsa, serta tokoh masyarakat. 
Kehadiran berbagai unsur pemerin-
tah dan masyarakat mencerminkan 
kuatnya dukungan terhadap pemban-
gunan infrastruktur yang menyentuh 
kebutuhan dasar warga.

Komandan Kodim 1413/Buton 
Letkol Inf Yoni, S.Hub.Int., men-
gatakan pembangunan jembatan 
merupakan wujud nyata kehadiran 
negara dalam membuka akses bagi 
masyarakat di wilayah yang selama 
ini memiliki keterbatasan konektivi-
tas. Menurutnya, infrastruktur terse-
but akan mempercepat distribusi hasil 
perkebunan sekaligus meningkatkan 
produktivitas ekonomi masyarakat.

“Jembatan ini dibangun un-
tuk memberikan kemudahan akses 
bagi masyarakat, khususnya dalam 
mengangkut hasil perkebunan dan 
meningkatkan perekonomian warga. 
Kami berharap seluruh masyarakat 
dapat bersama-sama menjaga dan 
merawat jembatan ini agar manfaat-
nya dapat dirasakan dalam jangka 
waktu yang panjang,” ujar Letkol Inf 
Yoni.

Bupati Buton Alvin Akawijaya 
Putra menyampaikan bahwa pem-
bangunan Jembatan Garuda Sungai 
Loko menjadi bukti pentingnya siner-
gi antara pemerintah daerah dan TNI 
dalam menghadirkan pembangunan 
di tengah keterbatasan fiskal daerah. 
Ia menilai kolaborasi lintas sektor 
menjadi solusi untuk mempercepat 
pemerataan pembangunan di wilayah 
pedesaan.

“Walaupun kondisi keuangan 
daerah sedang menghadapi berbagai 
tantangan, dengan semangat kolab-
orasi antara Pemerintah Kabupaten 
Buton dan TNI, pembangunan jem-
batan ini dapat terwujud,” kata Alvin.

Menurut Alvin, keberadaan jem-

Pasar Murah Buton Selatan Sediakan 600 Sak Beras SPHP 
Jelang HUT ke 12

lah kebutuhan pokok 
lainnya dengan harga di 
bawah pasar guna mem-
bantu masyarakat mem-

katkan kewaspadaan 
terhadap ancaman 
cuaca ekstrem, teru-
tama angin kencang 
yang dapat muncul se-
cara tiba-tiba. Warga 
diminta memperkuat 
konstruksi atap rumah, 
membersihkan dahan 
pohon yang rapuh, ser-
ta menghindari lokasi 
berisiko saat kondisi 
angin meningkat.

Fenomena angin 
kencang yang menye-
babkan kerusakan ba-
ngunan merupakan 
salah satu ancaman 

hidrometeorologi yang 
sering terjadi di berb-
agai wilayah Indo-
nesia. Dalam catatan 
sejarah kebencanaan 
nasional, Indonesia 
menghadapi peningka-
tan kejadian cuaca ek-
strem dalam beberapa 
dekade terakhir akibat 
perubahan pola iklim. 
Secara global, Organi-
sasi Meteorologi Dunia 
(WMO) juga mencatat 
bahwa badai dan angin 
ekstrem menjadi salah 
satu dampak perubah-
an iklim yang mening-

katkan risiko terhadap 
permukiman dan infra-
struktur.

BPBD Kota Bau-
bau memastikan ke-
siapsiagaan personel 
tetap berjalan untuk 
menghadapi kemungk-
inan kejadian serupa. 
Masyarakat yang men-
galami atau mengeta-
hui kejadian bencana 
diminta segera melapor 
kepada BPBD maupun 
aparat kelurahan agar 
proses penanganan 
dapat dilakukan secara 
cepat dan tepat.(*)

tidak hanya terja-
di secara langsung di 
lingkungan sekolah, 
tetapi juga berkembang 
di ruang digital seiring 
meningkatnya penggu-
naan media sosial oleh 
kalangan remaja.

“Bullying dapat ter-
jadi di mana saja, baik 
di dunia nyata maupun 
di dunia digital, dan 
dapat menimpa siapa 
saja tanpa memandang 
usia. Penyebabnya ber-
sifat kompleks, mulai 
dari faktor individu, 
keluarga, teman se-
baya, lingkungan seko-
lah hingga media,” kata 
Jamaludin.

Selain menjelas-
kan faktor penyebab 
perundungan, tim Ba-
pas Baubau juga me-
maparkan berbagai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
yang berkaitan dengan 
bullying, dampak pen-
yalahgunaan media so-
sial, serta pentingnya 
sinergi antara sekolah, 
orang tua, dan peserta 
didik dalam melakukan 
pencegahan maupun 
penanganan apabila 
terjadi kasus perundun-

gan.
“Siswa diharapkan 

berani melaporkan tin-
dakan bullying kepada 
pihak yang berwenang 
sehingga persoalan 
dapat ditangani sejak 
dini dan tidak berkem-
bang menjadi tindak pi-
dana maupun kekerasan 
yang berulang,” tegas 
tim Bapas Baubau.

Dalam kesempa-
tan tersebut, peserta 
juga diberikan pema-
haman mengenai lang-
kah-langkah praktis 
mencegah bullying, 
antara lain mengenali 
penyebab perundun-
gan, membangun ko-
munikasi yang sehat, 
menghargai perbedaan, 
menggunakan media 
sosial secara bijaksa-
na, serta menghindari 
penyebaran konten 
yang dapat merugikan 
orang lain.

Secara historis, isu 
pencegahan bullying 
semakin menjadi per-
hatian dunia setelah 
UNESCO dalam berb-
agai laporan global 
menegaskan bahwa pe-
rundungan berdampak 
langsung terhadap kes-

ehatan mental, prestasi 
belajar, hingga mening-
katnya risiko putus se-
kolah. Di Indonesia, 
pemerintah terus mem-
perkuat kebijakan per-
lindungan anak melalui 
berbagai regulasi, ter-
masuk Undang-Undang 
Perlindungan Anak ser-
ta penerapan kebijakan 
pencegahan kekerasan 
di satuan pendidikan 
yang mendorong seko-
lah menjadi ruang bela-
jar yang aman, inklusif, 
dan bebas dari segala 
bentuk kekerasan.

Melalui edukasi 
yang digelar pada masa 
MPLS tersebut, Bapas 
Baubau berharap para 
siswa memiliki pema-
haman hukum yang 
lebih baik, mampu 
menggunakan media 
sosial secara bertanggu-
ng jawab, serta menjadi 
pelopor dalam mencip-
takan budaya sekolah 
yang menghargai ses-
ama, menjunjung etika 
digital, dan menolak se-
gala bentuk perundun-
gan sebagai bagian dari 
pembentukan karakter 
generasi muda.(*)

usia.
“Banyak mas-

yarakat yang datang 
dengan sukarela untuk 
mendonor, tetapi ada 
yang tidak memenuhi 
syarat karena kadar HB 
rendah, tekanan darah 
tidak memenuhi keten-
tuan, maupun faktor 
usia,” jelas Sumarti.

Hingga kini, Kabu-
paten Buton Selatan 
belum memiliki fasili-
tas bank darah sendiri. 
Kondisi tersebut mem-
buat pemenuhan kebu-
tuhan darah masyarakat 
masih bergantung pada 
Unit Donor Darah 
(UDD) PMI Kota Bau-
bau. PMI Busel terus 
membangun koordinasi 
dengan rumah sakit dan 
UDD PMI Baubau agar 
kebutuhan darah warga 
tetap dapat dilayani.

“Kalau ada mas-

yarakat Buton Selatan 
yang membutuhkan da-
rah dan menghubungi 
kami, kami langsung 
berkoordinasi dengan 
UDD PMI Baubau. Al-
hamdulillah selama ini 
kebutuhan darah mas-
yarakat selalu dapat 
dipenuhi,” katanya.

Gerakan donor darah 
memiliki sejarah pan-
jang sebagai bagian dari 
pelayanan kemanusiaan 
modern. Secara nasion-
al, kegiatan donor da-
rah berkembang sejak 
PMI didirikan pada 17 
September 1945, tidak 
lama setelah Indonesia 
merdeka, dengan salah 
satu tugas utamanya 
membantu pelayanan 
kesehatan dan penanga-
nan bencana. Sementa-
ra secara internasional, 
gerakan donor darah 

sukarela diperkuat se-
jak pembentukan Fed-
erasi Internasional 
Perhimpunan Palang 
Merah dan Bulan Sabit 
Merah (IFRC) pada 
1919, yang mendorong 
pelayanan kemanusiaan 
di berbagai negara.

Sumarti berharap 
kegiatan donor darah 
dapat terus mening-
katkan kesadaran mas-
yarakat Buton Sela-
tan untuk berbagi dan 
membantu pasien yang 
membutuhkan trans-
fusi darah. Menurutn-
ya, satu kantong darah 
yang disumbangkan 
dapat menjadi harapan 
hidup bagi orang lain 
yang sedang menjalani 
perawatan medis.

“Setetes darah yang 
kita sumbangkan sangat 
berarti untuk menye-
lamatkan nyawa orang 

peroleh bahan pangan 
yang lebih terjangkau.

Kepala Dinas Ketah-

anan Pangan Kabu-
paten Buton Selatan, 
LM Idris, SP., MM., 

mengatakan pasar mu-
rah tersebut merupakan 
bagian dari komitmen 

pemerintah daerah men-
jaga keterjangkauan 
harga pangan sekaligus 
memastikan pasokan 
bahan pokok tetap ter-
sedia hingga ke seluruh 
wilayah kabupaten. Pro-
gram itu juga merupa-
kan tindak lanjut arahan 
Bupati Buton Selatan, 
H. Muhammad Adios, 
S.Sos., M.B.A., agar 
pemerintah terus hadir 
membantu masyarakat 
memenuhi kebutuhan 
pokok.

“Tujuan kami agar 
masyarakat dapat mem-
peroleh kebutuhan 
pokok dengan harga 
yang lebih terjangkau, 
terutama menjelang per-
ayaan Hari Ulang Tahun 
Kabupaten Buton Sela-
tan,” ujar LM Idris.

Ia menjelaskan, ko-
moditas yang disiapkan 
meliputi 600 sak ber-
as SPHP ukuran 5 ki-
logram, 100 kilogram 
gula pasir, 120 liter 
minyak goreng Minya-
kita, 100 rak telur, ser-
ta masing-masing 50 
kilogram bawang mer-
ah dan bawang putih. 
Khusus beras SPHP di-
jual seharga Rp57.000 
per sak, lebih murah 
Rp5.000 dibandingkan 
harga pasar yang berk-
isar Rp62.000 per sak 
ukuran 5 kilogram.

Menurut LM Idris, 
tingginya minat mas-
yarakat terlihat dari an-
tusiasme warga yang 
datang memanfaatkan 

pasar murah. Bahkan, 
pemerintah kecamatan 
dan desa meminta agar 
kuota beras SPHP di-
tambah karena permint-
aan terus meningkat. 
“Masyarakat berharap 
kegiatan pasar murah 
terus dilaksanakan dan 
kuota beras SPHP dapat 
diperbanyak karena ke-
butuhannya sangat ting-
gi,” katanya.

Untuk memperluas 
jangkauan pelayanan, 
Dinas Ketahanan Pan-
gan menjadwalkan pas-
ar murah di Kecamatan 
Siompu dan Siompu 
Barat dengan membawa 
sekitar enam ton ber-
as SPHP. Selanjutnya, 
kegiatan serupa akan 
dilaksanakan di Keca-
matan Kadatua pada 
Senin, 20 Juli 2026. 
Menjelang puncak HUT 
ke-12 Kabupaten Bu-
ton Selatan, pemerintah 
daerah juga masih akan 
menggelar tiga kali pas-
ar murah di sejumlah 
wilayah lainnya.“Ka-
mi ingin memastikan 
pasokan pangan tetap 
tersedia hingga ke ke-
camatan dan desa seh-
ingga masyarakat dapat 
memperoleh kebutuhan 
pokok dengan harga 
yang terjangkau,” ujar 
LM Idris.

Program pasar mu-
rah merupakan salah 
satu instrumen pemerin-
tah dalam pengendalian 
inflasi daerah. Secara 
nasional, pemerintah 

melalui Badan Pangan 
Nasional (Bapanas) 
bersama Perum Bulog 
sejak beberapa tahun 
terakhir terus memper-
luas penyaluran beras 
SPHP sebagai bagian 
dari kebijakan stabil-
isasi pasokan dan harga 
pangan untuk menjaga 
keterjangkauan beras di 
tengah fluktuasi harga. 
Kebijakan ini menjadi 
salah satu strategi pe-
merintah menekan laju 
inflasi pangan sekaligus 
memperkuat ketahanan 
pangan nasional.

Secara historis, berb-
agai negara juga mener-
apkan intervensi pasar 
pangan ketika terjadi 
gejolak harga komodi-
tas. Organisasi Pangan 
dan Pertanian Dunia 
(FAO) mencatat bahwa 
penyediaan cadangan 
pangan, operasi pas-
ar, hingga subsidi ba-
han pokok merupakan 
instrumen yang lazim 
digunakan banyak neg-
ara untuk melindungi 
daya beli masyarakat 
dan menjaga stabilitas 
ekonomi. Langkah yang 
ditempuh Pemerintah 
Kabupaten Buton Sela-
tan melalui pasar murah 
sejalan dengan praktik 
tersebut, yakni memas-
tikan masyarakat tetap 
memperoleh akses ter-
hadap pangan dengan 
harga yang lebih ter-
jangkau di tengah din-
amika harga kebutuhan 
pokok.(*)

batan tersebut tidak hanya memper-
pendek waktu tempuh masyarakat 
menuju kawasan perkebunan, tetapi 
juga diharapkan meningkatkan ke-
lancaran distribusi hasil pertanian, 
menekan biaya transportasi, serta 
membuka peluang tumbuhnya aktivi-
tas ekonomi baru di Desa Lawele dan 
wilayah sekitarnya.

“Saya berharap masyarakat me-
manfaatkan sekaligus menjaga fasil-
itas ini dengan baik agar dapat di-
gunakan dalam jangka waktu yang 
panjang,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Dusun Lawun-
ta menyampaikan apresiasi kepada 
Presiden Republik Indonesia Pra-
bowo Subianto, Pemerintah Kabupat-
en Buton, dan TNI atas terealisasinya 
pembangunan Jembatan Garuda Sun-
gai Loko. Menurut mereka, jembatan 
tersebut telah lama dinantikan kare-
na menjadi jalur penghubung utama 
menuju lahan perkebunan yang men-
jadi sumber penghidupan warga.

“Jembatan ini sangat memban-
tu masyarakat sebagai akses menu-
ju kawasan perkebunan sekaligus 
meningkatkan aktivitas perekonomi-
an warga,” ungkap perwakilan tokoh 
masyarakat.

Secara historis, pembangunan 
jembatan gantung telah menjadi salah 
satu strategi pemerintah Indonesia da-
lam mengatasi keterisolasian wilayah 
pedesaan, terutama sejak berbagai 
program percepatan pembangunan 
kawasan tertinggal digencarkan pada 
dekade 2010-an. Di tingkat internasi-
onal, Bank Dunia (World Bank) dan 
Bank Pembangunan Asia (ADB) juga 
menempatkan pembangunan infras-
truktur konektivitas sebagai instrumen 
utama untuk mengurangi kesenjangan 
wilayah, meningkatkan akses layanan 
publik, serta mendorong pertumbu-
han ekonomi masyarakat pedesaan. 
Kehadiran Jembatan Garuda Sungai 
Loko di Kabupaten Buton menjadi 
bagian dari semangat pembangunan 
tersebut, yakni menghadirkan infra-
struktur yang memberikan manfaat 
langsung bagi kehidupan masyarakat.
(*)
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JAKARTA, BP- 
Ledakan yang terjadi 
di Gudang Pusat Mu-
nisi (Gupusmu) II Pu-
sat Peralatan Angka-
tan Darat (Puspalad), 
Saradan, Kabupaten 
Madiun, Jawa Timur, 
menjadi perhatian se-
rius DPR RI. Komi-
si I DPR meminta 
pemerintah dan TNI 
melakukan evaluasi 
menyeluruh terhadap 
seluruh fasilitas peny-
impanan amunisi guna 
memastikan standar 
keselamatan berjalan 
optimal.

Insiden yang terja-
di pada Kamis (16/7) 
tersebut mengakibat-
kan satu prajurit TNI 
meninggal dunia dan 
enam personel lainnya 
mengalami luka-luka 
dengan tingkat kepara-
han berbeda. Peristiwa 
itu dinilai menjadi mo-
mentum penting untuk 
memperkuat sistem 
pengamanan fasilitas 
militer yang menyim-
pan material berisiko 
tinggi.

Wakil Ketua Komi-
si I DPR RI Dave Lak-
sono menyampaikan 
duka cita kepada kel-
uarga korban dan in-
stitusi TNI. Ia mene-
gaskan keselamatan 
prajurit serta mas-
yarakat harus menjadi 
prioritas utama dalam 
setiap kebijakan per-
tahanan negara.

“Insiden ini men-
egaskan pentingnya 

DPR Dorong Audit Nasional Fasilitas 
Amunisi TNI Usai Ledakan Madiun

Laporan: Rahmat peningkatan tata kelo-
la serta standar kese-
lamatan penyimpanan 
amunisi. Evaluasi 
menyeluruh terhadap 
seluruh fasilitas TNI 
merupakan langkah 
krusial, bukan untuk 
mencari kesalahan, 
melainkan sebagai up-
aya konstruktif agar 
sistem yang ada be-
nar-benar aman dan 
sesuai kebutuhan op-
erasional,” kata Dave, 
Jumat (17/7).

Menurut Dave, 
evaluasi tidak han-
ya diperlukan terh-
adap prosedur kerja 
personel, tetapi juga 
mencakup kondisi 
infrastruktur, sistem 
pengawasan, teknolo-
gi pendukung, serta 
mekanisme mitigasi 
risiko di seluruh gu-
dang amunisi milik 
TNI.

Ia juga mendorong 
percepatan moderni-
sasi fasilitas penyim-
panan munisi dengan 
mengadopsi teknologi 
keselamatan terba-
ru. Langkah tersebut 
dinilai penting agar 
sistem logistik pertah-
anan Indonesia sema-
kin tangguh mengh-
adapi perkembangan 
ancaman dan kebutu-
han operasional mi-
liter.

“Kami percaya 
bahwa melalui kerja 
sama erat antara Ke-
menterian Pertahanan, 
TNI, dan lembaga ter-
kait, bangsa Indone-
sia dapat membangun 

sistem pengelolaan 
amunisi yang lebih 
modern dan terper-
caya,” ujar Dave.

Komisi I DPR, 
lanjutnya, akan terus 
mengawal proses eval-
uasi agar kebijakan 
yang dihasilkan tidak 
hanya memperbaiki 
sistem internal TNI, 
tetapi juga meningkat-
kan kepercayaan pub-
lik terhadap institusi 
pertahanan negara.

Sementara itu, TNI 
Angkatan Darat men-
yatakan penyebab 
pasti ledakan masih 
dalam proses penyeli-
dikan. Kepala Dinas 
Penerangan TNI An-
gkatan Darat Brigjen 
Donny Pramono men-
gatakan laporan awal 
menyebutkan kejadian 
berlangsung saat per-
sonel melaksanakan 
kegiatan pemeriksaan, 
pemeliharaan, dan per-
awatan material muni-
si.

“ M e l a k s a n a k a n 
harwat, pemeliharaan 
dan perawatan yang 
memang sudah melalui 
p rosedur-prosedur 
yang sudah dijalankan 
dan prosedur-prosedur 
itu sudah melalui pro-
tap-protap mulai dari 
briefing awal sampai 
pelaksanaan,” ujar 
Donny.

Setelah kejad-
ian, satuan terkait 
langsung melakukan 
proses evakuasi terh-
adap seluruh korban 
ke rumah sakit untuk 
memperoleh penanga-

nan medis. TNI juga 
melaporkan insiden 
tersebut melalui me-
kanisme berjenjang 
sesuai aturan yang ber-
laku.

Dalam kejadian 
tersebut, satu perso-
nel TNI dinyatakan 
meninggal dunia, 
empat prajurit men-
galami luka berat, 
dan dua lainnya men-
galami luka ringan. 
Aparat TNI masih 
melakukan pendala-
man untuk mengeta-
hui faktor penyebab 
terjadinya ledakan di 
gudang penyimpanan 
tersebut.

Secara historis, in-
siden terkait fasilitas 
penyimpanan amuni-
si bukan kali pertama 
terjadi dalam dunia 
militer. Banyak nega-
ra memperketat stan-
dar keamanan gudang 
munisi setelah sejum-
lah kecelakaan besar, 
seperti ledakan depot 
amunisi di Tianjin, 
China, pada 2015 yang 
menewaskan puluhan 
orang dan mendorong 
evaluasi besar terha-
dap sistem penyim-
panan bahan berbaha-
ya.

Di Indonesia, pen-
gelolaan fasilitas mi-
liter juga terus men-
galami pembaruan 
seiring perkembangan 
teknologi pertahanan. 
Sejumlah insiden di 
masa lalu menjadi ba-
han evaluasi bagi TNI 
untuk meningkatkan 
sistem keselamatan, 
termasuk penerapan 
prosedur standar oper-
asional, pengamanan 
area, dan peningkatan 
kompetensi personel.

Peristiwa di Madiun 
kini menjadi pengin-
gat bahwa modernisasi 
pertahanan tidak ha-
nya berkaitan dengan 
pengadaan alat utama 
sistem senjata (alut-
sista), tetapi juga men-
yangkut kesiapan in-
frastruktur pendukung 
yang menjamin kes-
elamatan prajurit dan 
masyarakat sekitar.(*)

LAMPUNG TIMUR, BP- Wakil 
Presiden RI Gibran Rakabuming Raka 
memastikan pembangunan Jembatan 
Way Bungur di Kabupaten Lampung 
Timur, Lampung, dipercepat agar segera 
digunakan masyarakat. Peninjauan 
proyek tersebut dilakukan setelah kondi-
si warga, terutama pelajar, yang harus 
menyeberangi sungai menggunakan per-
ahu klotok tanpa perlengkapan kesela-
matan menjadi perhatian publik.

Gibran meninjau langsung proyek 
jembatan yang menghubungkan Desa 
Tanjung Tirto dan Desa Kali Pasir, Ke-
camatan Way Bungur, pada Rabu (15/7). 
Dalam kunjungan itu, Wapres bersama 
rombongan menaiki perahu klotok untuk 
melihat kondisi aliran sungai sekaligus 
memantau perkembangan pembangunan 
dari dekat.

Proyek Jembatan Way Bungur sebel-
umnya sempat mangkrak sejak 2016. Pe-
merintah kemudian kembali mendorong 
penyelesaiannya sebagai bagian dari 
pemantauan proyek strategis nasional 
(PSN) guna meningkatkan konektivi-
tas wilayah serta mendukung aktivitas 
ekonomi masyarakat Lampung Timur.

Dalam peninjauan tersebut, Gibran 
didampingi Wakil Gubernur Lampung 
Jihan Nurlela, Kapolda Lampung Ir-
jen Pol Helfi Assegaf, Bupati Lampung 
Timur Ela Siti Nuryamah, Kajari Lam-
pung Timur, Dandim 0429 Lampung 
Timur, dan Kapolres Lampung Timur.

Dari lokasi proyek, Gibran mener-
ima laporan perkembangan pemban-
gunan dari pihak Kementerian PUPR. 
Pemerintah menargetkan pembangunan 
Jembatan Gantung Merah Putih di ka-
wasan tersebut dapat selesai pada akhir 
Juli 2026, sementara jembatan darurat 
ditargetkan dapat digunakan dalam wak-
tu dua pekan agar kendaraan roda dua 
dapat melintas.

“Peninjauan ini dilakukan untuk me-
mastikan pembangunan berjalan sesuai 
rencana dan nantinya memberikan man-
faat bagi masyarakat,” ujar Gibran.

Wapres juga menekankan pentingn-
ya percepatan pembangunan jembatan 
permanen dengan dukungan pemerintah 
daerah. Menurutnya, sejumlah persoa-
lan teknis maupun nonteknis, termasuk 
pembebasan lahan, harus diselesaikan 
melalui koordinasi antara pemerintah 
pusat dan daerah.

Gibran Percepat Jembatan Way Bungur, 
Akses Pelajar Lampung Jadi Perhatian

Wapres Gibran meninjau pembangunan Jembatan Way Bungur di Lam-
pung Timur.

JAKARTA, BP-Pem-
bahasan Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) 
Masyarakat Adat di 
Badan Legislasi (Ba-
leg) DPR RI memasuki 
tahap perumusan den-
gan sorotan utama pada 
kejelasan nomenklatur 
dan kedudukan hukum 
masyarakat adat. Anggo-
ta Baleg DPR dari Fraksi 
Partai Demokrat, Ben-
ny K Harman, meminta 
istilah yang digunakan 
dalam regulasi tersebut 
dipastikan agar tidak 
menimbulkan tafsir ber-
beda antara masyarakat 
adat dan masyarakat hu-
kum adat.

Benny menyam-
paikan pandangan itu 
dalam Rapat Den-

Baleg DPR Dorong Kejelasan Status Hukum dalam 
RUU Masyarakat Adat

ma pembentukan regu-
lasi.

Eva menyoroti ma-
sih adanya persoalan 
tumpang tindih izin us-
aha dengan wilayah adat 
akibat lemahnya tata 
kelola pada masa lalu. 
Menurutnya, izin yang 
sudah diterbitkan tidak 
boleh langsung mem-
peroleh legitimasi tan-
pa evaluasi substantif. 
“Izin-izin yang terbit di 
atas wilayah adat aki-
bat lemahnya tata kelo-
la masa lalu tidak boleh 
otomatis memperoleh 
legitimasi tanpa evalu-
asi yang menyeluruh,” 
ujarnya.

Secara historis, pen-

gar Pendapat Umum 
(RDPU) RUU Mas-
yarakat Adat di Baleg 
DPR, Kamis (16/7). Ia 
menilai kedua istilah 
tersebut memiliki per-
bedaan mendasar, baik 
dari sisi konsep, definisi, 
maupun konsekuensi hu-
kum yang akan muncul 
apabila dituangkan da-
lam undang-undang.

Menurut Benny, mas-
yarakat adat merupakan 
konsep yang lebih luas 
karena berkaitan dengan 
identitas sosial, budaya, 
antropologi, serta pers-
pektif hak asasi manusia. 
Sementara masyarakat 
hukum adat memiliki 
posisi yang lebih spesifik 
sebagai subjek hukum 

yang telah mendapatkan 
pengakuan dalam kon-
stitusi Indonesia.

“Konsep masyarakat 
adat dan masyarakat 
hukum adat sering kali 
masih dicampuraduk-
kan. Padahal, keduanya 
memiliki definisi, mak-
na, dan konsekuensi 
yang berbeda,” ujar Ben-
ny dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, mas-
yarakat hukum adat 
memang merupakan 
bagian dari masyarakat 
adat, tetapi tidak seluruh 
masyarakat adat secara 
otomatis dapat dikate-
gorikan sebagai mas-
yarakat hukum adat. 
Perbedaan tersebut, 
menurut dia, harus dite-

gaskan agar aturan yang 
lahir nantinya memberi-
kan kepastian hukum.

“ P e r t a n y a a n n y a , 
apakah undang-undang 
ini akan mengatur mas-
yarakat adat atau mas-
yarakat hukum adat? Ini 
harus jelas sejak awal,” 
kata Benny.

Dalam pembaha-
san yang sama, anggota 
Baleg DPR dari Frak-
si PKB, Eva Monalisa, 
mengingatkan agar RUU 
tersebut tidak bergeser 
menjadi instrumen yang 
hanya mengakomodasi 
kepentingan investasi. 
Ia meminta negara tetap 
menempatkan perlind-
ungan hak masyarakat 
adat sebagai tujuan uta-

gakuan terhadap mas-
yarakat hukum adat 
telah menjadi bagian 
dari perjalanan hukum 
Indonesia sejak awal ke-
merdekaan. Pasal 18B 
ayat (2) UUD 1945 hasil 
amandemen menegas-
kan negara mengakui 
dan menghormati ke-
satuan masyarakat hu-
kum adat beserta hak 
tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai 
prinsip Negara Kesatu-
an Republik Indonesia. 
Perdebatan mengenai 
hak masyarakat adat 
juga menjadi isu glob-
al setelah Perserikatan 
Bangsa-Bangsa menge-
sahkan United Nations 

Declaration on the 
Rights of Indigenous 
Peoples (UNDRIP) pada 
2007 yang menegaskan 
perlindungan hak mas-
yarakat adat di berbagai 
negara.

Pembahasan RUU 
Masyarakat Adat di DPR 
selanjutnya akan ber-
fokus pada penyelarasan 
definisi, mekanisme pen-
gakuan, serta perlind-
ungan hak masyarakat 
adat agar regulasi yang 
dihasilkan mampu mem-
berikan kepastian hu-
kum, mencegah konflik 
agraria, dan tetap menja-
ga keseimbangan antara 
pembangunan nasional 
dengan keberadaan ko-
munitas adat.

“Segera dibangun untuk jem-
batan permanennya. Tapi pemba-
ngunannya membutuhkan sinergi 
dengan kepala daerah. Urusan 
teknis, nonteknis, dan pembebasan 
lahan, daerah harus proaktif,” ka-
tanya.

Bupati Lampung Timur Ela Siti 
Nuryamah menyampaikan apresi-
asi atas perhatian pemerintah pu-
sat terhadap pembangunan infras-
truktur di wilayahnya. Ia menilai 
kehadiran Wapres menjadi doron-
gan bagi pemerintah daerah untuk 
mempercepat penyelesaian proyek 
tersebut agar manfaatnya segera 
dirasakan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih 
atas perhatian Bapak Wapres. Ke-
hadiran beliau menjadi motivasi 
dan bukti nyata kepedulian pemer-
intah pusat terhadap pembangunan 
infrastruktur daerah serta kese-
jahteraan masyarakat Lampung 
Timur,” ujar Ela.

Jembatan Way Bungur dihara-
pkan menjadi jalur penting bagi 
mobilitas masyarakat, termasuk 
memperlancar distribusi hasil 
pertanian, perkebunan, dan per-
ikanan. Setelah peninjauan, Gi-
bran melanjutkan agenda ke MTs 
Muhammadiyah I Way Bungur, 
lahan pertanian singkong di Desa 
Muara Jaya, serta Taman Purbaka-
la Pugung Raharjo untuk melihat 
potensi pengembangan wisata se-
jarah dan budaya.

Secara historis, pembangunan 
infrastruktur penghubung antar-
daerah menjadi salah satu strategi 
utama pemerintah Indonesia sejak 
era awal pembangunan nasional. 
Program pembangunan jalan dan 
jembatan pada masa Orde Baru 
melalui Repelita hingga berbagai 
proyek strategis nasional setelah 
reformasi menunjukkan bahwa 
konektivitas menjadi faktor pent-
ing dalam pemerataan ekonomi. 
Dalam konteks global, pembangu-
nan infrastruktur juga menjadi per-
hatian banyak negara setelah Bank 
Dunia dan berbagai lembaga inter-
nasional menempatkan konektivi-
tas transportasi sebagai salah satu 
kunci pengurangan kesenjangan 
wilayah.(Ard)
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WAKATOBI, BP- 
Wakil Menteri Pen-
didikan Dasar dan 
Menengah (Wamend-
ikdasmen) Fajar Riza 
Ul Haq memerintah-
kan percepatan revit-
alisasi SD Maritim 
Mola yang melayani 
anak-anak Suku Bajo 
di Kabupaten Wakato-
bi, Sulawesi Tengga-
ra. Instruksi tersebut 
disampaikan secara 
langsung kepada Di-
rektur Sekolah Dasar 
Kemendikdasmen , 
Moch. Salim Somad, 
melalui sambungan 
telepon saat melaku-
kan kunjungan kerja 
di Desa Mola Utara, 
Kamis (16/7/2026). 
Langkah itu diambil 
setelah Wamendikdas-
men melihat langsung 
kondisi sarana dan 
prasarana sekolah 
yang dinilai membu-
tuhkan penanganan 
segera.

Kunjungan kerja 
tersebut merupakan 
bagian dari upaya pe-
merintah memastikan 
seluruh program prior-
itas Presiden Prabowo 
Subianto, termasuk 
Program Makan Ber-
gizi Gratis (MBG), 
dapat menjangkau 
masyarakat di wilayah 
3T, yakni daerah tert-
inggal, terdepan, dan 
terluar. Dalam agenda 
tersebut, Fajar did-
ampingi Wakil Guber-
nur Sulawesi Tenggara 
Hugua serta Bupati 
Wakatobi Haliana.

Sebelum mengun-
jungi kawasan per-
mukiman Suku Bajo, 
rombongan lebih da-
hulu meninjau pelak-
sanaan Masa Pen-
genalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS) di 
SMP Negeri 1 Wan-
gi-Wangi. Sekolah 
tersebut telah mem-
peroleh bantuan revit-
alisasi senilai Rp1,024 
miliar melalui Tahun 
Anggaran 2025 se-
bagai bagian dari pen-

Sekolah Suku Bajo Jadi Prioritas, 
Wamendikdasmen Bergerak Cepat 

di Wakatobi

ingkatan kualitas in-
frastruktur pendidikan.

Dalam dialog ber-
sama para siswa, Fa-
jar mengajak peserta 
didik membangun 
kebiasaan hidup se-
hat, memiliki cita-ci-
ta yang tinggi, serta 
mempersiapkan diri 
menyambut pelaksa-
naan Program Makan 
Bergizi Gratis di 
lingkungan sekolah. Ia 
menilai pembangunan 
fisik sekolah harus dii-
kuti peningkatan mutu 
pembelajaran agar 
investasi pemerintah 
menghasilkan kualitas 
sumber daya manusia 
yang lebih baik.

“Peningkatan infra-
struktur sekolah harus 
berjalan beriringan 
dengan peningkatan 
kualitas proses belajar 
mengajar di kelas,” 
kata Fajar di hadapan 
para guru dan siswa.

Usai dari Wan-
gi-Wangi, rombongan 
melanjutkan perjala-
nan menuju SD Mari-
tim Mola dan SMP 
Maritim Mola di Desa 
Mola Utara. Kedua se-
kolah tersebut menjadi 
tempat belajar may-
oritas anak-anak dari 
komunitas Suku Bajo 
yang selama ini hidup 
berdampingan den-
gan laut sebagai ruang 
kehidupan sekaligus 
sumber penghidupan.

Saat meninjau 
kondisi bangunan se-
kolah, Fajar menemu-
kan sejumlah fasili-
tas yang memerlukan 
pembenahan. Tan-
pa menunggu pros-
es administrasi yang 
panjang, ia langsung 
menghubungi Direk-
tur Sekolah Dasar Ke-
mendikdasmen agar 
proses revitalisasi 
dapat dipercepat.

“Saya minta re-
vitalisasi sekolah ini 
segera diproses agar 
anak-anak mendapat-
kan lingkungan belajar 
yang lebih layak,” ujar 
Fajar saat berbicara 

melalui sambungan 
telepon dengan Direk-
tur Sekolah Dasar Ke-
mendikdasmen.

Menurut Fajar, 
tantangan geografis 
tidak boleh menjadi 
alasan terhambatnya 
pelayanan pendidikan. 
Anak-anak yang ting-
gal di kawasan pesisir 
maupun pulau-pu-
lau kecil memiliki 
hak yang sama un-
tuk memperoleh pen-
didikan berkualitas 
sebagaimana peser-
ta didik di wilayah 
perkotaan.

“Letak geografis 
tidak boleh menjadi 
sekat bagi anak-anak 
pesisir untuk memper-
oleh pendidikan yang 
setara,” tegasnya.

Ia juga menilai 
pendidikan di wilayah 
kepulauan memerlu-
kan pendekatan yang 
adaptif. Kurikulum 
dan proses pembelaja-
ran, menurutnya, perlu 
mempertimbangkan 
karakter masyarakat 
maritim tanpa meng-
hilangkan identitas 
budaya lokal yang tel-
ah diwariskan secara 
turun-temurun.

Langkah cepat ke-
menterian tersebut 
mendapat apresiasi 
dari tokoh masyarakat 
Suku Bajo sekaligus 
pengurus Sekolah 
Maritim Mola, Nurdin. 
Menurutnya, kunjun-
gan Wamendikdasmen 
memberikan harapan 
baru bagi masyarakat 
pesisir yang selama ini 
menginginkan pening-
katan fasilitas pendi-
dikan.

“Kehadiran pemer-
intah menjadi bukti 
bahwa masa depan 
pendidikan anak-anak 
kami benar-benar 
mendapat perhatian,” 
ujar Nurdin.

Rangkaian kunjun-
gan kemudian ditutup 
di SMA Muhammad-
iyah 1 Wakatobi yang 
sebelumnya telah 
memperoleh bantu-
an revitalisasi sebesar 
Rp1,5 miliar. Dalam 
kesempatan itu, Fajar 
mengingatkan bahwa 
Wakatobi tidak hanya 
harus dikenal sebagai 

salah satu destinasi 
wisata bahari terbaik 
dunia, tetapi juga 
mampu melahirkan 
generasi muda yang 
unggul, berkarakter, 
dan memiliki daya 
saing global.

Secara historis, per-
hatian pemerintah ter-
hadap pembangunan 
pendidikan di wilayah 
3T telah menjadi ke-
bijakan nasional sejak 
diterbitkannya berb-
agai program afirma-
si pendidikan bagi 
daerah terpencil pada 
dekade 2010-an. Pro-
gram tersebut terus 
diperkuat melalui pen-
ingkatan sarana pendi-
dikan, distribusi guru, 
digitalisasi pembelaja-
ran, hingga penguatan 
akses pendidikan yang 
merata sebagai bagian 
dari agenda pemban-
gunan nasional.

Dalam konteks in-
ternasional, peningka-
tan kualitas pendidikan 
di wilayah terpencil 
juga sejalan dengan 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Sus-
tainable Development 
Goals/SDGs) yang 
diadopsi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada 
2015. Melalui SDG 4 
tentang Quality Edu-
cation, seluruh negara 
didorong memastikan 
setiap anak memper-
oleh akses pendidikan 
yang inklusif, adil, 
dan bermutu tanpa 
memandang kondisi 
geografis maupun latar 
belakang sosial.

Bagi Wakatobi 
yang dikenal sebagai 
kawasan Taman Nasi-
onal Laut sejak 1996 
dan menjadi salah satu 
destinasi wisata bahari 
kelas dunia, peningka-
tan kualitas pendidikan 
dipandang sebagai 
investasi jangka pan-
jang. Pemerintah ber-
harap pembangunan 
sumber daya manusia 
dapat berjalan seiring 
dengan pengemban-
gan sektor pariwisata 
sehingga masyarakat 
lokal, termasuk komu-
nitas Suku Bajo, mam-
pu menjadi pelaku uta-
ma pembangunan di 
daerahnya sendiri.(*)

KENDARI, BP- Pe-
merintah Kota Kendari 
menargetkan predikat 
baik pada penilaian 
Pemerintahan Digital 
(PEMDI) tahun 2026 
sebagai bagian dari up-
aya mempercepat refor-
masi birokrasi berbasis 
digital. Target tersebut 
diwujudkan melalui 
penguatan kolaborasi 
antarorganisasi perang-
kat daerah (OPD), 
integrasi data, serta 
penyempurnaan doku-
men pendukung guna 
menghadapi sistem 
evaluasi pemerintahan 
digital yang baru.

Komitmen terse-
but mengemuka da-
lam Rapat Koordinasi 
Pemerintahan Digital 
(PEMDI) yang dip-
impin Asisten III Sek-
retariat Daerah Kota 
Kendari, La Ode Abdul 
Manas Salihin, di Ru-
ang Rapat Sekretaris 
Daerah Kota Kendari, 
Kamis (16/7/2026). 
Pertemuan itu menjadi 
langkah awal menyatu-
kan persepsi seluruh 
OPD menghadapi pe-
rubahan mekanisme 
evaluasi dari Sistem 
Pemerintahan Berba-
sis Elektronik (SPBE) 
menuju PEMDI.

Perubahan sistem 
evaluasi tersebut mer-
upakan implementa-
si Peraturan Menteri 
PANRB Nomor 4 Ta-
hun 2026 yang secara 
resmi mencabut Pera-
turan Menteri PANRB 
Nomor 59 Tahun 2020 
tentang evaluasi SPBE. 
Pemerintah menilai 
pendekatan lama yang 
lebih menitikberatkan 
pada aspek admin-
istratif perlu disem-
purnakan agar selaras 
dengan perkembangan 
teknologi digital dan 
meningkatnya tuntutan 
masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan pub-
lik.

Berbeda dengan 
SPBE, penilaian PEM-
DI mengutamakan 
dampak nyata layanan 
digital terhadap mas-
yarakat. Indikator ke-
berhasilan tidak lagi 
hanya diukur dari 
kelengkapan doku-
men, tetapi juga tingkat 
kepuasan pengguna, 
keterpaduan layanan 
lintas instansi, keaman-
an sistem digital, kual-
itas tata kelola, peman-
faatan data sebagai aset 
strategis, serta efektivi-
tas teknologi informasi 
dalam mendukung pe-
layanan publik.

Dalam sistem baru 
tersebut, jumlah ind-
ikator penilaian dise-
derhanakan menjadi 20 
indikator yang terbagi 
dalam tujuh aspek uta-
ma, yakni kepuasan 
pengguna, manajemen 
data, keamanan digital, 
keterpaduan layanan, 
tata kelola, penyeleng-
garaan, dan teknologi. 
Aspek kepuasan peng-
guna memperoleh bo-
bot terbesar, yakni 25 
persen, sehingga men-
jadi ukuran utama ke-
berhasilan transformasi 
digital pemerintah daer-

Pemkot Kendari Percepat Transformasi 
Digital, Bidik Predikat Baik PEMDI 2026

ah.
Asisten III Setda 

Kota Kendari, La Ode 
Abdul Manas Salihin, 
menegaskan bahwa ke-
berhasilan menghadapi 
evaluasi PEMDI tidak 
dapat dicapai oleh satu 
perangkat daerah saja, 
melainkan membutuh-
kan kerja sama seluruh 
OPD. Menurutnya, ko-
laborasi menjadi fonda-
si penting dalam mem-
bangun pemerintahan 
digital yang terintegra-
si.

“Ini sangat pent-
ing karena akan men-
dukung prestasi Pe-
merintah Kota Kendari. 
Saya mengajak teman-
teman saling membantu 
dan saling mendukung 
karena ini untuk 
kepentingan kita bersa-
ma,” ujar Abdul Manas.

Ia juga berharap 
Kota Kendari mampu 
meraih predikat baik 
pada pelaksanaan eval-
uasi perdana menggu-
nakan instrumen PEM-
DI tahun 2026. Untuk 
mencapai target terse-
but, seluruh perangkat 
daerah diminta mening-
galkan ego sektoral dan 
mengedepankan sinergi 
dalam penyediaan data 
maupun pelayanan dig-
ital.

Salah satu fokus 
utama yang menjadi 
perhatian adalah pen-
guatan Satu Data In-
donesia dan Satu Data 
Kota Kendari. Seluruh 
OPD diminta aktif 
menginput serta mem-
perbarui data pemban-
gunan, pelayanan pub-
lik, dan potensi daerah 
sehingga dapat diman-
faatkan secara terpadu 
oleh seluruh instansi 
melalui prinsip satu 
kali input untuk berb-
agai kebutuhan layanan 
pemerintahan.

Kepala Dinas Ko-
munikasi dan Infor-
matika Kota Kendari, 
Sahuriyanto Meronda, 
mengakui transformasi 
menuju PEMDI masih 
menghadapi sejumlah 
tantangan, terutama 
pada aspek infrastruk-
tur digital yang belum 
sepenuhnya memadai 
akibat keterbatasan an-
ggaran selama pengem-
bangan SPBE sebelum-
nya.

“SPBE sebenarnya 
belum selesai infras-
trukturnya, sekarang 
sudah masuk lagi ke 
PEMDI. Karena itu 
kami sudah berupaya 
agar pada 2027 angga-
ran infrastruktur PEM-
DI sudah tersedia,” kata 
Sahuriyanto.

Menurutnya, kesia-
pan infrastruktur digital 
akan menjadi salah satu 
faktor penting dalam 
menunjang kualitas pe-
layanan pemerintahan 
berbasis elektronik. Pe-
merintah Kota Kendari 
pun telah mengusulkan 
agar pembangunan in-
frastruktur digital men-
jadi salah satu prioritas 
pada Tahun Anggaran 
2027 sehingga imple-
mentasi PEMDI dapat 
berjalan lebih optimal.

Selain infrastruktur, 

kesiapan OPD dalam 
menyediakan data dan 
bukti pendukung juga 
menjadi perhatian. Sa-
huriyanto menjelaskan 
bahwa setiap perangkat 
daerah harus memasti-
kan seluruh dokumen 
tersedia secara lengkap 
karena proses evaluasi 
meliputi penilaian ad-
ministrasi, wawancara, 
hingga visitasi lapan-
gan oleh asesor ekster-
nal.

“Keberhasilan im-
plementasi PEMDI 
sangat bergantung pada 
kesiapan seluruh OPD 
dalam menyediakan 
data, dokumen pen-
dukung, dan mengha-
dapi seluruh tahapan 
evaluasi,” ujarnya.

Transformasi digital 
pemerintahan sendi-
ri merupakan agenda 
strategis yang telah di-
jalankan pemerintah 
Indonesia selama be-
berapa tahun terakhir. 
Melalui Peraturan Pres-
iden Nomor 95 Tahun 
2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE), pe-
merintah mulai mengin-
tegrasikan layanan 
digital di berbagai ke-
menterian, lembaga, 
dan pemerintah daer-
ah guna meningkatkan 
efektivitas birokrasi, 
transparansi, serta kual-
itas pelayanan publik. 
Hadirnya PEMDI men-
jadi fase lanjutan yang 
lebih menitikberatkan 
pada hasil nyata yang 
dirasakan masyarakat.

Secara global, trans-
formasi digital sektor 
pemerintahan juga men-
jadi tren yang berkem-
bang pesat. Perseri-
katan Bangsa-Bangsa 
(PBB) melalui United 
Nations E-Government 
Survey secara berkala 
mengukur kemajuan 
pemerintahan digital 
di berbagai negara. Pe-
nilaian tersebut tidak 
hanya melihat peman-
faatan teknologi, tetapi 
juga keterbukaan data, 
partisipasi masyarakat, 
integrasi layanan, serta 
kemampuan pemerin-
tah menghadirkan pe-
layanan publik yang 
cepat, mudah, dan 
inklusif. Pendekatan 
inilah yang kini mulai 
diadopsi dalam sistem 
evaluasi pemerintahan 
digital di Indonesia.

Melalui implemen-
tasi PEMDI, Pemer-
intah Kota Kendari 
berharap mampu mem-
bangun tata kelola pe-
merintahan yang lebih 
modern, efektif, dan 
terintegrasi. Di sisi lain, 
keberhasilan penilaian 
tersebut diharapkan 
tidak sekadar mening-
katkan prestasi daer-
ah, tetapi juga menjadi 
tolok ukur keberhasi-
lan reformasi birokrasi 
yang berorientasi pada 
kepuasan masyarakat 
serta memperkuat daya 
saing Kota Kendari di 
tingkat nasional.(*)
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BUTON, BP- Tim 
Penggerak (TP) PKK 
Kabupaten Buton me-
negaskan pentingnya 
kolaborasi ayah dan 
ibu dalam memban-
gun keluarga berkual-
itas melalui webinar 
bertajuk "Peran Ayah 
dalam Pengasuhan" 
yang digelar dalam 
rangka memperin-
gati Hari Keluarga 
Nasional (Harganas) 
2026. Kegiatan yang 
berlangsung di Aula 
Bupati Buton, Selasa 
(7/7/2026), itu diiku-
ti pengurus TP PKK 
tingkat kecamatan dan 
desa se-Kabupaten 
Buton secara luring 
maupun daring.

Ketua TP PKK 
Kabupaten Buton, 
Ny. Maimunah Moko 
Syarifudin Saafa, 
mengatakan pengasu-
han anak merupakan 
tanggung jawab ber-
sama antara ayah dan 
ibu. Menurutnya, ke-
berhasilan memban-
gun keluarga harmonis 
tidak dapat diwujud-
kan apabila peran pen-
gasuhan hanya dibe-
bankan kepada salah 
satu pihak.

"Pengasuhan anak 
bukan hanya menjadi 
tanggung jawab seo-

TP PKK Buton Dorong Peran Ayah 
Lewat Webinar Peringatan Harganas 

2026, akil Bupati Buton Syarifudin Saafa 
Ajak Perkuat Peran Ayah dalam 

Membangun Generasi Emas

Pewarta: La Harman rang ibu, tetapi mem-
butuhkan kerja sama 
yang baik antara ayah 
dan ibu dalam mem-
bangun keluarga yang 
harmonis," ujar Ny. 
Maimunah.

Ia menjelaskan, 
sepanjang tahun 2026 
TP PKK Kabupaten 
Buton telah melak-
sanakan pembinaan 
di satu kecamatan dan 
satu desa binaan. Pro-
gram tersebut meli-
puti pembinaan maje-
lis taklim, sosialisasi 
pencegahan kekerasan 
terhadap anak, edukasi 
pencegahan pernikah-
an usia dini, serta men-
dorong setiap desa dan 
kelurahan memiliki 
perpustakaan melalui 
kerja sama dengan Di-
nas Perpustakaan un-
tuk memperoleh ban-
tuan buku.

Selain itu, TP PKK 
juga menggerakkan 
puskesmas agar men-
gajak masyarakat me-
manfaatkan pekaran-
gan rumah menjadi 
lahan produktif yang 
dapat mendukung 
ketahanan pangan kel-
uarga. Program terse-
but sekaligus menja-
di bagian dari upaya 
percepatan penurunan 
stunting yang hing-
ga kini masih menja-

di salah satu prioritas 
pembangunan nasion-
al.

Wakil Bupati Bu-
ton, Syarifudin Saafa, 
ST, yang mewakili Bu-
pati Buton sekaligus 
menjadi narasumber 
webinar, menilai ket-
erlibatan ayah dalam 
proses pengasuhan 
memiliki pengaruh be-
sar terhadap pemben-
tukan karakter anak. Ia 
bahkan mengusulkan 
agar seminar serupa 
dilaksanakan secara 
berkala sehingga se-
makin banyak keluar-
ga memperoleh pema-
haman mengenai pola 
asuh yang sehat.

"Saya mengusulkan 
kepada ibu-ibu PKK 
agar seminar dan ma-
teri seperti ini rutin 
dilakukan," kata Syar-
ifudin.

M e n u r u t n y a , 
meningkatnya kes-
adaran masyarakat 
terhadap pentingnya 
kolaborasi orang tua 
akan melahirkan kel-
uarga yang harmonis 
sekaligus mencetak 
generasi unggul yang 
mampu menghadapi 
tantangan masa depan.

"Melalui kegiatan 
ini kami berharap ke-
sadaran masyarakat 
akan pentingnya ko-

laborasi ayah dan ibu 
dalam pengasuhan 
anak semakin mening-
kat sehingga mampu 
mewujudkan kelu-
arga yang harmonis, 
berkualitas, dan mela-
hirkan generasi yang 
unggul," ujarnya.

Secara historis, 
Hari Keluarga Nasi-
onal diperingati setiap 
29 Juni berdasarkan 
penetapan Pemerintah 
Republik Indonesia 
sebagai momentum 
memperkuat ketah-
anan keluarga. Di 
tingkat internasional, 
isu penguatan keluar-
ga juga menjadi per-
hatian Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) 
melalui International 
Day of Families yang 
diperingati setiap 15 
Mei, sebagai bagian 
dari kampanye global 
untuk meningkatkan 
kesejahteraan keluar-
ga, perlindungan anak, 
kesetaraan peran orang 
tua, serta pembangu-
nan berkelanjutan. Se-
jalan dengan semangat 
tersebut, TP PKK Ka-
bupaten Buton ber-
harap seluruh elemen 
masyarakat terus men-
dukung program pem-
binaan keluarga agar 
mampu melahirkan 
generasi emas Indone-
sia.(*)

BUTON TEN-
GAH, BP- Pemerin-
tah Kabupaten Buton 
Tengah menegaskan 
komitmennya mem-
perkuat kehidupan 
masyarakat yang har-
monis melalui pelan-
tikan dan pengukuhan 
pengurus Forum Ker-
ukunan Umat Berag-
ama (FKUB) Kabupat-
en Buton Tengah masa 
bakti 2026â€“2030. 
Pengukuhan yang dip-
impin langsung Bupa-
ti Buton Tengah, Dr. 
Azhari, berlangsung di 
Aula Pancana Kantor 
Bupati Buton Tengah, 
Selasa (14/7/2026), 
sebagai langkah mem-
perkokoh sinergi anta-
rumat beragama demi 
mendukung pemba-
ngunan daerah yang 
berkelanjutan.

Bupati Azhari 
menegaskan bahwa 
FKUB memiliki posisi 
strategis sebagai mi-
tra pemerintah dalam 
menjaga stabilitas so-
sial sekaligus menja-
di wadah penyaluran 
aspirasi masyarakat 
di bidang keagamaan. 
Menurutnya, kehar-
monisan kehidupan 
beragama merupakan 
modal utama dalam 
menciptakan iklim 
pembangunan yang 
aman dan kondusif. 
"Kita semua adalah 
satu keluarga. Pengu-
rus FKUB merupakan 
tokoh-tokoh pilihan 
yang bertugas mem-
bantu pemerintah 
menjaga persaudaraan, 
keharmonisan, dan 
persatuan antarumat 
beragama di seluruh 
wilayah Kabupaten 
Buton Tengah," ujar 
Azhari.

Ia juga meminta 
seluruh jajaran FKUB 
lebih aktif memban-
gun komunikasi lintas 
agama melalui per-
temuan rutin. Lang-
kah tersebut dinilai 
penting sebagai upaya 
mempererat hubungan 
antarpemuka agama 

Bupati Buton Dr Azhari Tengah 
Kukuhkan Pengurus FKUB 2026-2030, 
Kerukunan Ditegaskan sebagai Fondasi 

Pembangunan

Laporan: Ardi sekaligus mendeteksi 
sejak dini berbagai po-
tensi persoalan sosial 
maupun keagamaan. 
"Forum ini harus men-
jadi ruang dialog yang 
mampu mencegah 
lahirnya konflik dan 
memperkuat semangat 
kebersamaan di tengah 
masyarakat," katanya.

Dalam kesempa-
tan itu, Bupati turut 
menyinggung kebutu-
han sarana organisasi 
FKUB. Meski kebija-
kan efisiensi anggaran 
daerah belum memu-
ngkinkan pembangu-
nan gedung sekretariat 
baru, Pemerintah Ka-
bupaten Buton Tengah 
tetap berkomitmen 
mencarikan solusi 
terbaik agar aktivitas 
organisasi berjalan op-
timal. "Kami akan 
segera berkoordinasi 
dengan Badan Kesat-
uan Bangsa dan Poli-
tik untuk menyiapkan 
langkah terbaik bagi 
keberlangsungan tugas 
FKUB," tegasnya.

Selain memperkuat 
dukungan di tingkat 
daerah, pemerintah 
juga akan mening-
katkan sinergi den-
gan pemerintah pusat 
guna mempercepat 
pembangunan infra-
struktur dan pening-
katan kesejahteraan 
masyarakat. Menurut 
Azhari, keberhasilan 
pembangunan tidak 
hanya ditentukan oleh 
aspek ekonomi dan 
fisik, tetapi juga oleh 
terpeliharanya ker-
ukunan sosial yang 
menjadi perekat ke-
hidupan masyarakat. 
"Kerukunan adalah 
modal dasar pemba-
ngunan. Daerah yang 
damai akan lebih mu-
dah berkembang dan 
menyejahterakan mas-
yarakatnya," ungkap-
nya.

Pelantikan tersebut 
turut dihadiri Wakil 
Bupati Muh. Adam 
Basan, Wakil Ketua 
I DPRD Mazaludin, 
Pelaksana Harian Sek-
retaris Daerah Abdul-

lah, Kepala Kantor 
Kementerian Agama 
Kabupaten Buton Ten-
gah, Kepala Kantor 
Penyelenggaraan Haji 
dan Umrah, para kepa-
la organisasi perangkat 
daerah, Ketua FKUB 
terpilih Prof. Kanan, 
serta jajaran pengurus 
FKUB yang mewakili 
berbagai unsur agama 
di Kabupaten Buton 
Tengah.

Secara historis, 
keberadaan Forum 
Kerukunan Umat Be-
ragama di Indonesia 
merupakan implemen-
tasi Peraturan Bersa-
ma Menteri Agama 
dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 dan 
Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas 
Kepala Daerah dalam 
Pemeliharaan Ker-
ukunan Umat Berag-
ama, Pemberdayaan 
FKUB, dan Pendirian 
Rumah Ibadat. Regu-
lasi tersebut menjadi 
landasan pembentu-
kan FKUB di seluruh 
provinsi dan kabupat-
en/kota sebagai forum 
dialog yang bertugas 
menjaga toleransi ser-
ta mencegah potensi 
konflik berbasis keag-
amaan.

Dalam konteks 
global, penguatan di-
alog antarumat be-
ragama juga menjadi 
perhatian dunia. Or-
ganisasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) 
menetapkan World 
Interfaith Harmony 
Week yang diperingati 
setiap pekan pertama 
Februari sebagai mo-
mentum membangun 
saling pengertian dan 
kerja sama lintas ag-
ama. Semangat terse-
but sejalan dengan 
upaya Pemerintah Ka-
bupaten Buton Tengah 
memperkuat FKUB 
sebagai mitra strat-
egis dalam menjaga 
persatuan, memperko-
koh toleransi, serta 
menciptakan stabilitas 
sosial yang menjadi 
fondasi utama pemba-
ngunan daerah.(*)



KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post 
dibekali tanda pengenal. Untuk itu, 
masyarakat yang mencurigai seseorang yang 
mengatasnamakan Baubau Post, segera 
menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan 
dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post 
meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin 
Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna,
 Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La 
Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Ja-
maluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau
		           100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) 
Blok K Nomor 01

Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) 
Blok K Nomor 01

Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

PENDIDIKAN & KESEHATAN 5
BAUB AU POSTwww.baubaupost.com Selasa, 21 Juli 2026

BUTON, BP - Pe-
merintah Kabupaten 
Buton memperkuat 
sistem pelayanan kes-
ehatan masyarakat 
melalui peresmian 
enam gedung Puskes-
mas baru yang diser-
tai implementasi Inte-
grasi Layanan Primer 
(ILP) berbasis siklus 
kehidupan. Pemerin-
tah daerah menegas-
kan pembangunan in-
frastruktur kesehatan 
harus berjalan seiring 
dengan peningkatan 
mutu pelayanan agar 
akses kesehatan sema-
kin merata.

Peresmian enam 
fasilitas kesehatan 
tersebut dilakukan 
Bupati Buton, Al-
vin Akawijaya Putra, 
S.H., dalam kegia-
tan Gerakan Posyan-
du Aktif Integrasi 
Layanan Primer Siklus 
Kehidupan di Puskes-
mas Banabungi, Ke-
camatan Pasarwajo, 
Rabu (8/7/2026). Pro-
gram ini diarahkan un-
tuk memastikan mas-
yarakat dari berbagai 
kelompok usia mem-
peroleh layanan kese-
hatan yang setara.

Enam Puskesmas 
yang resmi beroper-
asi yakni Puskesmas 
Tuangila Kecamatan 
Kapontori, Puskes-
mas Wajah Jaya Ke-
camatan Lasalimu 
Selatan, Puskesmas 
Siotapina Kecamatan 

Bupati Buton Alvin Akawijaya Tekankan 
Peningkatan Pelayanan Usai Resmikan 

Enam Puskesmas Baru

Laporan: La Harman Siotapina, Puskesmas 
Wolowa Kecamatan 
Wolowa, Puskesmas 
Banabungi Kecamatan 
Pasarwajo, dan Pusk-
esmas Wakaokili Ke-
camatan Pasarwajo.

Bupati Buton Alvin 
Akawijaya Putra men-
gatakan pembangunan 
fasilitas kesehatan 
merupakan langkah 
nyata pemerintah daer-
ah dalam memperlu-
as akses pelayanan 
publik. Namun, ke-
beradaan gedung baru 
harus diikuti pening-
katan kapasitas tenaga 
kesehatan dan kualitas 
layanan kepada mas-
yarakat.

“ P e m b a n g u n a n 
Puskesmas bukan ha-
nya menghadirkan 
gedung baru, tetapi 
bagaimana fasilitas 
tersebut mampu mem-
berikan pelayanan 
kesehatan yang prima 
kepada masyarakat,” 
ujar Alvin.

Ia juga meminta ja-
jaran tenaga kesehatan 
memperkuat edukasi 
mengenai pola hidup 
sehat serta meningkat-
kan upaya pencegahan 
melalui deteksi dini 
penyakit. Menurutnya, 
pelayanan kesehatan 
modern tidak hanya 
berfokus pada pen-
gobatan, tetapi juga 
mengutamakan pence-
gahan dan pember-
dayaan masyarakat.

“Saya meminta 
tenaga kesehatan terus 
meningkatkan eduka-

si kepada masyarakat 
mengenai pentingnya 
menjaga pola hidup 
sehat dan melakukan 
deteksi dini terhadap 
berbagai penyakit,” 
katanya.

Plt. Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Buton, Muliadin Mas-
ra, SKM., M.Si., men-
jelaskan pembangunan 
kesehatan menjadi ba-
gian penting dari arah 
pembangunan daerah. 
Selain pembangunan 
infrastruktur, pemerin-
tah juga memperkuat 
program penurunan 
stunting, imunisasi, 
pengendalian pen-
yakit menular dan 
tidak menular, serta 
pemenuhan Standar 
Pelayanan Minimal 
(SPM) kesehatan.

“Pembangunan ge-
dung Puskesmas bu-
kan sekadar penam-
bahan infrastruktur, 
tetapi merupakan up-
aya nyata Pemerin-
tah Kabupaten Buton 
dalam meningkatkan 
akses dan mutu pe-
layanan kesehatan,” 
kata Muliadin.

Penguatan layanan 
primer melalui ILP se-
jalan dengan transfor-
masi sistem kesehatan 
nasional yang mulai 
digulirkan Kemente-
rian Kesehatan sejak 
2021. Transformasi 
tersebut menempat-
kan layanan primer 
sebagai fondasi utama 
kesehatan masyarakat 
dengan pendekatan 

berbasis siklus ke-
hidupan, mulai dari 
ibu hamil, bayi, anak, 
remaja, dewasa, hing-
ga lanjut usia.

Secara historis, 
penguatan layanan 
kesehatan primer 
memiliki kaitan den-
gan Deklarasi Al-
ma-Ata tahun 1978 
yang digagas Organ-
isasi Kesehatan Dun-
ia (WHO). Deklarasi 
tersebut menempatkan 
pelayanan kesehatan 
dasar sebagai strate-
gi utama menuju pe-
merataan kesehatan 
global. Di Indonesia, 
konsep tersebut terus 
berkembang hingga 
lahirnya berbagai pro-
gram seperti Posyandu 
pada era 1980-an dan 
transformasi layanan 
primer saat ini.

Dalam kegiatan 
tersebut juga diba-
cakan komitmen ber-
sama mendukung im-
plementasi ILP pada 
Puskesmas, Pustu, 
Polindes, Poskesdes, 
dan Posyandu Kabu-
paten Buton. Komit-
men itu mencakup 
penguatan jejaring 
layanan kesehatan, 
peningkatan kuali-
tas kader, optimal-
isasi pencatatan dan 
pelaporan, serta ko-
laborasi lintas sektor 
untuk mewujudkan 
masyarakat Buton 
yang sehat, mandi-
ri, produktif, dan se-
jahtera.(*)

BUTON TEN-
GAH, BP- Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Buton Tengah meng-
gelar Gerakan Ak-
tifkan Posyandu di 
Lapangan J. Wayong, 
Kelurahan Watulea, 
Kecamatan Gu, Rabu 
(15/7/2026), sebagai 
langkah memperkuat 
peran Posyandu da-
lam meningkatkan 
kesadaran masyarakat 
terhadap pentingnya 
pencegahan penyakit 
melalui layanan kese-
hatan berbasis komu-
nitas.

Kegiatan tersebut 
dihadiri Pelaksana Tu-
gas (Plt.) Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Buton Tengah Hasrun 
Hasanu, Camat Gu, 
Lurah Watulea, Lurah 
Bombonawulu, Per-
satuan Ahli Gizi In-
donesia (PERSAGI) 
Buton Tengah, dokter 
dan tenaga kesehatan 
Puskesmas Gu, serta 
masyarakat setempat. 
Kehadiran berbagai 
unsur ini menunjuk-
kan komitmen bersa-
ma dalam memperkuat 
pelayanan kesehatan 
hingga tingkat desa 
dan kelurahan.

Dalam kegiatan 
itu, masyarakat mem-
peroleh berbagai 
layanan, mulai dari 
pelayanan Posyandu, 
pelayanan kesehatan 
ibu dan anak, pemer-
iksaan kesehatan, de-
teksi dini faktor risiko 
penyakit, edukasi gizi, 
kampanye konsumsi 
buah dan sayur, hing-
ga ajakan mening-
katkan aktivitas fisik 

Dinkes Buton Tengah Perkuat Posyandu 
untuk Tekan Risiko Penyakit

Laporan: Ardi sebagai bagian dari 
upaya mewujudkan 
masyarakat yang lebih 
sehat dan produktif.

Plt. Kepala Dinas 
Kesehatan Kabu-
paten Buton Ten-
gah Hasrun Hasanu 
mengatakan, Ger-
akan Aktifkan Po-
syandu tidak hanya 
bertujuan memberi-
kan pelayanan kes-
ehatan, tetapi juga 
membangun kesada-
ran masyarakat agar 
mampu menjaga 
kesehatannya secara 
mandiri. “Posyandu 
harus menjadi pusat 
edukasi kesehatan 
masyarakat. Melalui 
gerakan ini kami 
ingin membangun 
budaya hidup sehat 
yang dimulai dari 
keluarga,” ujarnya.

Menurut Hasrun, 
edukasi yang diberi-
kan difokuskan pada 
deteksi dini penya-
kit, penerapan pola 
gizi seimbang, serta 
pembudayaan Per-
ilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS). 
“Semakin dini mas-
yarakat memahami 
faktor risiko penya-
kit, semakin besar 
peluang kita mence-
gah munculnya 
berbagai masalah 
kesehatan,” katanya.

Gerakan tersebut 
sejalan dengan trans-
formasi layanan kes-
ehatan primer yang 
terus diperkuat pe-
merintah Indonesia. 
Sejak Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu) 
dikembangkan se-
cara nasional pada 
dekade 1980-an, ke-

beradaannya men-
jadi ujung tombak 
pelayanan kesehatan 
masyarakat, teruta-
ma dalam menekan 
angka kematian ibu 
dan bayi, mening-
katkan status gizi, 
serta memperlu-
as jangkauan pe-
layanan kesehatan 
hingga ke pelosok 
daerah.

Secara interna-
sional, pendekatan 
promotif dan pre-
ventif juga menja-
di strategi utama 
yang direkomen-
dasikan Organisasi 
Kesehatan Dunia 
(WHO). Melalui 
Deklarasi Alma-Ata 
tahun 1978 yang 
kemudian diperkuat 
dengan Deklarasi 
Astana pada 2018, 
pelayanan kese-
hatan primer ber-
basis masyarakat 
dinilai sebagai fon-
dasi penting dalam 
mewujudkan kes-
ehatan yang mera-
ta, berkualitas, dan 
berkelanjutan.

Pemerintah Ka-
bupaten Buton 
Tengah berharap 
Gerakan Aktifkan 
Posyandu semakin 
memperkuat fungsi 
Posyandu sebagai 
garda terdepan pe-
layanan keseha-
tan berbasis mas-
yarakat. “Kolaborasi 
pemerintah, tenaga 
kesehatan, dan mas-
yarakat menjadi 
kunci mewujudkan 
Buton Tengah yang 
sehat, mandiri, dan 
produktif,” kata 
Hasrun.(*)
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J A K A R T A , 
B P - K e j a k s a a n 
Agung (Kejagung) 
memeriksa man-
tan Jaksa Agung 
Muda Bidang Tin-
dak Pidana Khu-
sus (Jampidsus), 
Febrie Adriansyah, 
sebagai tersangka 
dalam perkara du-
gaan tindak pidana 
korupsi dan tindak 
pidana pencucian 
uang (TPPU) yang 
berkaitan dengan 
kasus PT Asabri. 
Pemeriksaan ber-
langsung di Gedung 
Bundar Kejagung, 
Jakarta, Jumat 
(17/7), sebagai ba-
gian dari pengem-
bangan penyidikan 
yang dilimpahkan 
dari Korps Pember-
antasan Tindak Pi-
dana Korupsi (Kor-
tas) Polri.

Kepala Pusat 
Penerangan Hukum 
Kejagung, Anang 
Supriatna, menga-
takan penyidik tel-
ah memanggil dan 
memeriksa Febrie 
berdasarkan surat 
perintah penyidikan 
yang diterima dari 
Kortas Polri. “Peny-
idik Kejagung telah 
memanggil saudara 
FA untuk diperik-
sa sebagai tersang-
ka,” ujar Anang 
kepada wartawan. 
Ia menambah-
kan, “Berdasarkan 
Sprindik Kortas 
Polri, pemeriksaan 
dilakukan untuk 
satu perkara terkait 
TPPU dari Asabri.”

Selain perkara 
Asabri, Kejagung 
juga menerbitkan 
tiga surat perintah 
penyidikan (Sprin-
dik) baru sebagai 
tindak lanjut pen-

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah 
sebagai Tersangka dalam Dugaan TPPU 

Asabri

JAKARTA, BP-“ 
Kepolisian memasti-
kan emas seberat 74 ki-
logram yang disita dari 
rumah mantan Jaksa 
Agung Muda Tindak 
Pidana Khusus (Jam-
pidsus), Febrie Adri-
ansyah, di kawasan 
Sentul, Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat, 
merupakan emas asli. 
Kepastian tersebut di-
peroleh setelah seluruh 
barang bukti menjalani 
pengujian oleh Pega-
daian, sementara uang 
tunai dalam berbagai 
mata uang juga telah 
melalui proses verifi-
kasi oleh lembaga ber-
wenang.

Kabid Humas Pol-
da Metro Jaya Kombes 
Pol. Budi Hermanto 
mengatakan hasil pen-
gujian menunjukkan 
emas yang diamankan 
penyidik tidak diragu-
kan keasliannya. Se-
lain itu, uang dolar 
Amerika Serikat din-
yatakan asli berdasar-
kan hasil pemeriksaan 
United States Secret 
Service dan Federal 
Bureau of Investiga-
tion (FBI), sedangkan 
uang rupiah telah di-
verifikasi oleh Bank 
Indonesia. “Intinya 
emas itu asli dari hasil 
uji oleh Pegadaian,” 
ujar Budi kepada war-
tawan di Jakarta, Ju-
mat (17/7).

Meski demiki-
an, penyidik masih 
menunggu hasil resmi 
pemeriksaan terhadap 
uang dolar Singapura 
(SGD). Menurut Budi, 
proses verifikasi masih 
dilakukan oleh labo-
ratorium atau otori-
tas yang berwenang. 
“United States Secret 
Service dan FBI men-
yatakan ada suratnya, 
genuine, asli. Terus 
rupiah dari BI juga itu 
asli. Tinggal surat dari 
laboratorium terkait 
untuk SGD, tetapi se-
cara umum asli,” ka-
tanya.

Di sisi lain, Ke-
jaksaan Agung kini 
melanjutkan penan-

Polisi Pastikan Emas 74 Kilogram Sitaan 
dari Rumah Febrie Adriansyah Asli

Suasana rumah mewah yang dipasangi garis polisi usai penggeledahan 
di kawasan Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 

Kamis (9/7/2026).

Laporan: Hadi ganan perkara yang 
menyeret Febrie Adri-
ansyah setelah me-
nerima pelimpahan 
penanganan kasus 
dari kepolisian. Untuk 
memperkuat proses 
hukum, Kejagung me-
nerbitkan tiga Surat 
Perintah Penyidikan 
(Sprindik) baru yang 
mencakup dugaan tin-
dak pidana korupsi 
dan tindak pidana pen-
cucian uang (TPPU).

Kepala Pusat Pen-
erangan Hukum 
Kejaksaan Agung, 
Anang Supriatna, 
menjelaskan bahwa 
ketiga Sprindik terse-
but berkaitan dengan 
dugaan korupsi dan 
TPPU dalam perka-
ra PT Krakatau Steel, 
pengadaan batu bara 
PLTU untuk PLN 
yang mengakibatkan 
blackout, serta perkara 
PT Asabri. “Penerbi-
tan tiga Sprindik baru 
merupakan tindak 
lanjut atas pengalihan 
penanganan perkara 
dari kepolisian,” ujar 
Anang.

Dalam perkara 
tersebut, penyidik tel-
ah menetapkan dua 
orang sebagai tersang-
ka, yakni Don Ritto 
dari pihak swasta dan 
mantan Jampidsus 
Febrie Adriansyah. 
Don Ritto diduga 
melakukan tindak pi-
dana pencucian uang 
yang berasal dari hasil 
tindak pidana korup-
si, sedangkan Febrie 
diduga terlibat dalam 
tindak pidana korupsi 
dan/atau TPPU ter-
kait proses penanga-
nan perkara PT Asabri 
maupun sejumlah per-
kara dugaan korupsi 
lainnya. Sebelumnya, 
Febrie juga telah men-
yatakan mengundur-
kan diri dari jabatan 
Jampidsus setelah 
dilakukan penggeleda-
han oleh tim gabungan 
kepolisian.

Untuk menangani 
perkara tersebut secara 
independen, Kejak-
saan Agung memben-
tuk tim khusus yang 
terdiri atas sembilan 
jaksa senior. Mayori-
tas anggota tim pernah 
bertugas di Komisi 
Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) dan dise-

but tidak menunjuk-
kan resistensi dalam 
menangani perkara 
yang melibatkan man-
tan pejabat tinggi pen-
egak hukum itu. Lang-
kah ini dinilai sebagai 
upaya menjaga objek-
tivitas serta mening-
katkan kepercayaan 
publik terhadap proses 
penegakan hukum.

Secara historis, 
penyitaan aset hasil 
dugaan tindak pidana 
korupsi dan pencu-
cian uang merupakan 
instrumen penting da-
lam pemberantasan 
korupsi di Indonesia 
sejak diberlakukann-
ya Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencu-
cian Uang. Regulasi 
tersebut memperkuat 
kewenangan aparat 
penegak hukum untuk 
melacak, membeku-
kan, dan menyita aset 
yang diduga berasal 
dari hasil kejahatan. 
Di tingkat internasion-
al, mekanisme serupa 
juga diadopsi melalui 
United Nations Con-
vention Against Cor-
ruption (UNCAC) 
2003 yang telah di-
ratifikasi Indonesia 
melalui Undang-Un-
dang Nomor 7 Tahun 
2006. Konvensi itu 
menempatkan pela-
cakan dan pemulihan 
aset (asset recovery) 
sebagai salah satu pilar 
utama dalam pember-
antasan korupsi lintas 
negara.

Kasus ini masih ter-
us berkembang seiring 
berlanjutnya peny-
idikan oleh Kejaksaan 
Agung. Penyidik ti-
dak hanya menelusuri 
asal-usul seluruh ba-
rang bukti yang telah 
diamankan, tetapi juga 
mendalami dugaan 
aliran dana, tindak pi-
dana pencucian uang, 
serta keterkaitannya 
dengan sejumlah perk-
ara korupsi yang men-
jadi objek penyidikan. 
Hasil pemeriksaan 
terhadap barang buk-
ti, termasuk verifika-
si seluruh mata uang 
asing, akan menjadi 
bagian penting dalam 
pembuktian perkara di 
tahap selanjutnya.(*)

Laporan: Amran galihan penanga-
nan perkara dari 
Kepolisian. Ketiga 
penyidikan tersebut 
mencakup dugaan 
korupsi dan TPPU 
pada PT Krakatau 
Steel, pengadaan 
batu bara untuk 
pembangkit listrik 
tenaga uap (PLTU) 
PLN yang dise-
but mengakibatkan 
blackout, serta per-
kara PT Asabri.

Dalam perkara 
ini, penyidik telah 
menetapkan dua 
orang tersangka, 
yakni Don Ritto 
dari unsur swasta 
dan Febrie Adri-
ansyah. Don Ritto 
diduga melakukan 
tindak pidana pen-
cucian uang yang 
berasal dari hasil 
tindak pidana ko-
rupsi. Sementara 
itu, Febrie diduga 
terlibat dalam du-
gaan tindak pidana 
korupsi dan/atau 
TPPU yang berkai-
tan dengan proses 
penanganan hukum 
terhadap oknum 
penyelenggara neg-
ara dalam perkara 
PT Asabri maupun 
sejumlah perka-
ra dugaan korupsi 
lainnya.

Kuasa hukum 
Febrie Adrian-
syah, Hotman Par-
is, membenarkan 
bahwa kliennya 
memenuhi pang-
gilan penyidik dan 
menjalani pemerik-
saan sejak pagi hari 
oleh tim khusus 
Kejagung. “Klien 
kami sedang men-
jalani pemeriksaan 
oleh penyidik tim 
khusus sejak pagi 
tadi,” kata Hotman. 
Hingga pemerik-
saan berlangsung, 
belum ada keteran-

gan resmi menge-
nai materi pemerik-
saan yang didalami 
penyidik.

Untuk menan-
gani perkara terse-
but, Kejagung 
membentuk tim 
khusus yang be-
ranggotakan sem-
bilan jaksa senior. 
Mayoritas anggo-
ta tim diketahui 
pernah bertugas 
di Komisi Pem-
berantasan Ko-
rupsi (KPK). Tim 
ini diberi mandat 
untuk mendalami 
seluruh alat bukti, 
menelusuri aliran 
dana, serta men-
gungkap dugaan 
tindak pidana ko-
rupsi dan pencu-
cian uang secara 
menyeluruh. “Tim 
khusus dibentuk 
untuk memastikan 
proses penyidikan 
berjalan profesion-
al dan objektif,” 
demikian penjelas-
an Kejagung.

Kasus PT Asabri 
sendiri merupakan 
salah satu perka-
ra korupsi terbesar 
yang pernah ditan-
gani aparat pen-
egak hukum di In-
donesia. Perkara 
tersebut mencuat 
sejak 2020 dan ber-
kaitan dengan du-
gaan penyimpan-
gan pengelolaan 
investasi dana mi-
lik peserta Asabri. 
Dalam perkemban-
gannya, sejumlah 
pejabat dan pihak 
swasta telah di-
proses hukum, se-
mentara negara 
disebut mengala-
mi kerugian yang 
nilainya mencapai 
puluhan triliun ru-
piah berdasarkan 
hasil audit lembaga 
berwenang.

Secara historis, 
penanganan perk-
ara korupsi yang 
disertai dugaan tin-
dak pidana pencu-
cian uang menjadi 
tren penegakan hu-
kum di Indonesia 
dalam satu dekade 
terakhir. Pendeka-
tan serupa juga 
diterapkan di berb-
agai negara melalui 
rezim anti-money 
laundering (AML) 
untuk menelusu-
ri aliran dana ha-
sil kejahatan dan 
memulihkan aset 
negara. Mekanisme 
tersebut sejalan 
dengan praktik 
internasional se-
bagaimana diatur 
dalam rekomenda-
si Financial Action 
Task Force (FATF) 
yang menjadi ac-
uan pemberantasan 
pencucian uang di 
berbagai negara.

Penyidikan ter-
hadap perkara ini 
masih terus ber-
langsung. Kejag-
ung menegaskan 
akan mengembang-
kan penyidikan ber-
dasarkan alat bukti 
yang diperoleh ser-
ta menelusuri ket-
erlibatan pihak lain 
apabila ditemukan 
bukti yang cukup. 
Langkah tersebut 
dilakukan sebagai 
bagian dari upaya 
penegakan hukum 
untuk memberikan 
kepastian hukum, 
menjaga akuntabil-
itas lembaga pen-
egak hukum, serta 
memperkuat pem-
berantasan korupsi 
dan tindak pidana 
pencucian uang di 
Indonesia.(*)
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BAUBAU, BP - 
Prestasi membang-
gakan kembali di-
torehkan generasi 
muda Kota Baubau. 
La Ode Reyhan Putra 
Satria Korwa, siswa 
kelas XI SMAN 2 
Baubau, terpilih se-
bagai Calon Paski-
braka (Capaska) 
Tingkat Pusat Ta-
hun 2026 yang akan 
mewakili Provinsi 
Sulawesi Tenggara 
dalam upacara per-
ingatan HUT Prokla-
masi Kemerdekaan 
RI ke-81 di Istana 
Merdeka.

Pelepasan Reyhan 
dilakukan Pemerin-
tah Kota Baubau di 
Ruang Kerja Wali 
Kota Baubau, Ju-
mat (9/7/2026). Da-
lam kesempatan itu, 
Reyhan didampingi 
Kepala Badan Ke-
satuan Bangsa dan 
Politik (Kesbangpol) 
Kota Baubau Ali-
man, SE, serta Kepa-
la Bidang Ideologi, 
Wawasan Kebang-
saan, dan Karakter 
Kesbangpol Baubau 
Ninik Gustianingsih, 
S.Par., M.Si.

Wali Kota Baubau 
H. Yusran Fahim, 
SE menyampaikan 
apresiasi atas pen-
capaian tersebut. Ia 
meminta Reyhan ti-
dak hanya memper-
siapkan kemampuan 
fisik selama mengi-
kuti pelatihan, tetapi 
juga menjaga karak-
ter, kedisiplinan, 

Siswa SMAN 2 Baubau Reyhan Putra 
Baubau Wakili Sultra di Paskibraka
 Nasional 2026, Walikota HYF Titip 

Pesan Khusus

Laporan: Prasetio M dan membawa citra 
positif Kota Baubau 
sebagai daerah yang 
memiliki sejarah 
panjang dalam per-
jalanan Indonesia.

“Tampilkan yang 
terbaik selama ber-
tugas sebagai Paski-
braka Nasional. Jaga 
nama baik dan ha-
rumkan Kota Baubau 
di tingkat nasional. 
Sampaikan bahwa 
Baubau memiliki 
Benteng Terluas di 
Dunia dan berada 
pada jalur laut strat-
egis yang meng-
hubungkan kawasan 
Indonesia Barat dan 
Timur,” kata Yusran.

Kepala Kesbang-
pol Kota Baubau 
Aliman mengatakan, 
keberhasilan Reyhan 
menjadi Capaska 
Nasional merupakan 
kebanggaan bersa-
ma. Menurut dia, 
kesempatan terse-
but harus dijalankan 
dengan kerja keras, 
disiplin, dan rasa 
tanggung jawab se-
bagai representasi 
daerah.

“Kita doakan ber-
sama agar Reyhan 
mampu tampil mak-
simal dan mendapat 
kesempatan men-
gambil peran penting 
sebagai petugas up-
acara HUT Prokla-
masi Kemerdekaan 
RI ke-81 di Istana 
Merdeka,” ujar Ali-
man.

Reyhan akan 
mengikuti program 
Pemusatan Pembi-
naan dan Pelatihan 

Paskibraka yang 
d i s e l e n g g a r a k a n 
Direktorat Penye-
lenggaraan Program 
Paskibraka Badan 
Pembinaan Ideologi 
Pancasila (BPIP RI). 
Kegiatan tersebut 
berlangsung pada 14 
Juli hingga 22 Agus-
tus 2026 di PPSDM 
Kemendikdasmen, 
Ciputat, Kota Depok, 
sebagai bagian dari 
pelaksanaan Peratur-
an Presiden Nomor 
51 Tahun 2022 ten-
tang Program Paski-
braka.

Sebelum menu-
ju pusat pelatihan, 
Reyhan dijadwalkan 
bertolak dari Bau-
bau menuju Kota 
Kendari pada Ming-
gu (11/7/2026). Se-
lanjutnya, ia akan 
mengikuti audien-
si dengan Guber-
nur Sulawesi Teng-
gara pada Senin 
(12/7/2026), sebe-
lum diberangkatkan 
ke Jakarta pada Sela-
sa (13/7/2026) bersa-
ma Tim Kesbangpol 
Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Ia dijad-
walkan kembali ke 
Baubau pada Sabtu 
(22/8/2026) setelah 
m e n y e l e s a i k a n 
seluruh rangkaian 
tugas.

K e i k u t s e r t a -
an Reyhan dalam 
Paskibraka Nasional 
memiliki makna his-
toris tersendiri. Sejak 
pertama kali dikibar-
kan pada Proklam-
asi Kemerdekaan 
17 Agustus 1945, 

bendera Merah Pu-
tih menjadi simbol 
persatuan bangsa 
Indonesia. Tradisi 
pengibaran bendera 
oleh pelajar terpilih 
kemudian berkem-
bang menjadi pro-
gram Paskibraka na-
sional yang menjadi 
wadah pembentukan 
karakter generasi 
muda melalui nilai 
disiplin, nasional-
isme, dan kepemi-
mpinan.

Secara global, tr-
adisi penghormatan 
terhadap simbol 
negara melalui up-
acara kenegaraan 
juga berkembang di 
berbagai negara se-
bagai bentuk peng-
hargaan terhadap 
sejarah perjuangan 
bangsa. Karena itu, 
kehadiran Reyhan 
sebagai wakil Su-
lawesi Tenggara bu-
kan hanya memba-
wa nama Baubau, 
tetapi juga menjadi 
bagian dari genera-
si muda Indonesia 
yang menjaga nilai 
kebangsaan di ting-
kat nasional.

Masyarakat Kota 
Baubau menyer-
tai keberangkatan 
Reyhan dengan 
doa dan dukungan. 
Harapannya, pu-
tra daerah tersebut 
mampu menjalank-
an amanah negara 
dengan baik serta 
kembali membawa 
kebanggaan bagi 
Kota Baubau dan 
Sulawesi Tenggara.
(*)

BAUBAU, BP - Pe-
merintah Kota Baubau 
mulai mematangkan 
persiapan peringa-
tan Hari Ulang Tahun 
(HUT) Kemerdekaan 
Republik Indone-
sia ke-81 tahun 2026 
dengan mengusung 
konsep perayaan yang 
melibatkan seluruh 
elemen masyarakat. 
Persiapan tersebut di-
awali melalui rapat 
perdana pembentukan 
panitia tingkat Kota 
Baubau yang dipimpin 
Wakil Wali Kota Bau-
bau Ir Wa Ode Ham-
sinah Bolu, M.Sc di 
Aula Kantor Wali Kota 
Baubau, Palagimata, 
Selasa (14/7/2026).

Rapat tersebut 
menghasilkan susu-
nan kepanitiaan yang 
melibatkan unsur Pe-
merintah Kota Bau-
bau, Forum Koordi-
nasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda), instan-
si vertikal, TNI-Polri, 
Polisi Militer, hingga 
perwakilan Batalyon 
TP 823 Wakaaka. Ket-
erlibatan lintas sektor 
ini menjadi strategi 
Pemkot Baubau untuk 
memastikan seluruh 
rangkaian kegiatan 
berjalan aman, tertib, 
dan meriah.

Wakil Wali Kota 
Baubau Wa Ode Ham-
sinah Bolu menga-
takan, pembentukan 
panitia menjadi tahap 
awal untuk membagi 
tugas dan memper-
jelas tanggung jawab 
setiap unsur yang ter-
libat. Fokus utama 
kepanitiaan mencak-
up persiapan upacara 
pengibaran bendera, 
kegiatan masyarakat, 
hingga agenda Apel 
Besar Hari Pramuka.

“Ini adalah rapat 
pertama panitia per-

HUT RI ke-81, Baubau Siapkan Perayaan 
Meriah dan Libatkan Semua Unsur

Pewarta: Firman ayaan Hari Proklam-
asi Kemerdekaan RI 
ke-81. Seluruh unsur 
telah dilibatkan, mu-
lai dari Forkopimda, 
instansi vertikal, Poli-
si Militer, hingga per-
wakilan Batalyon TP 
823 Wakaaka. Pemba-
gian tugas juga sudah 
rampung dan jelas,” 
ujar Wa Ode Ham-
sinah.

Ia meminta seluruh 
seksi kepanitiaan 
segera melakukan ra-
pat teknis internal un-
tuk menyusun konsep 
kegiatan, mekanisme 
peserta, serta berb-
agai perlombaan yang 
akan melibatkan mas-
yarakat. Menurutn-
ya, evaluasi terhadap 
pelaksanaan tahun 
sebelumnya menjadi 
dasar agar perayaan 
tahun ini dapat ber-
langsung lebih baik.

“Patokan kami ada-
lah pelaksanaan tahun 
lalu. Apa yang masih 
menjadi kekurangan 
akan kita antisipasi 
bersama agar tidak 
terulang kembali. Per-
ayaan tahun ini harus 
lebih baik dan lebih 
matang,” katanya.

Pemkot Baubau 
juga menegaskan 
bahwa momentum 
kemerdekaan tidak 
hanya menjadi kegia-
tan seremonial pemer-
intahan, tetapi harus 
menjadi ruang keber-
samaan masyarakat. 
Semangat tersebut se-
jalan dengan nilai his-
toris Proklamasi Ke-
merdekaan 17 Agustus 
1945 yang menandai 
lahirnya Indonesia se-
bagai negara merde-
ka setelah perjuangan 
panjang melawan ko-
lonialisme.

Secara historis, per-
ingatan kemerdekaan 
Indonesia setiap 17 
Agustus menjadi tr-

adisi nasional sejak 
Presiden Soekarno 
membacakan teks 
Proklamasi pada 17 
Agustus 1945 di Jakar-
ta. Momentum terse-
but kemudian berkem-
bang menjadi simbol 
persatuan nasional, 
sebagaimana berbagai 
negara di dunia juga 
memperingati hari 
kemerdekaan mas-
ing-masing sebagai 
pengingat perjalanan 
sejarah dan perjuan-
gan rakyatnya.

“Kita ingin mas-
yarakat Kota Baubau 
merasakan langsung 
kemeriahan ke-
merdekaan. Ini ada-
lah perayaan bersama 
seluruh rakyat Indo-
nesia, sehingga ket-
erlibatan masyarakat 
menjadi hal yang pal-
ing utama,” tutur Wa 
Ode Hamsinah.

Rangkaian kegiatan 
HUT RI ke-81 Kota 
Baubau dijadwalkan 
dimulai 1 Agustus 
2026 melalui lomba 
kebersihan lingkungan 
tingkat OPD, keca-
matan, dan kelurahan, 
serta pemasangan um-
bul-umbul dan span-
duk kemerdekaan. 
Agenda berikutnya 
meliputi lomba ger-
ak jalan indah pada 
10-12 Agustus, pen-
gukuhan Paskibraka 
pada 15 Agustus, si-
dang paripurna dan 
renungan suci pada 
16 Agustus, serta 
upacara penaikan 
dan penurunan ben-
dera pada 17 Agus-
tus 2026 di Lapan-
gan Lembah Hijau, 
dilanjutkan penyera-
han remisi di Lapas 
Kelas IIA Baubau 
dan ramah tamah di 
kawasan Lapangan 
Lembah Hijau serta 
Pantai Kamali.(*)


